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ABSTRAK 

Negara Indonesia telah memfasilitasi perlindungan hak cipta dengan 
peraturan-peraturan tertulis berbentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta.  Dalam UUHC Tahun 2014 ini, hak cipta termasuk ke dalam 
delik aduan sehingga sebuah kasus dapat diproses jika pencipta atau pemegang hak 
cipta yang mengadukan sendiri kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, pada 
praktiknya banyak pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang tidak melakukan 
aduan terhadap karyanya yang dilanggar haknya oleh pihak lain. Hal ini membuat 
celah bagi para pelanggar hak cipta untuk terus melakukan pelanggaran. Penelitian 
ini secara khusus meneliti faktor-faktor penyebab pelanggaran hak cipta desain 
grafis terus terjadi di tengah masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum Islam 
serta sikap dan pandangan desainer grafis mengenai pelanggaran hak cipta atas 
ciptaan mereka dan faktor apa yang membuat mereka tidak melakukan aduan pada 
ciptaan mereka yang dilanggar pihak lain. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Data 
yang dikumpulkan menggunakan dua sumber yakni wawancara dan dokumentasi 
sebagai sumber utama serta sumber pustaka sebagai sumber sekunder. Informan 
dipilih menggunakan teknik snowball sampling, yakni para desainer grafis dari 
berbagai daerah di Indonesia. Wawancara pendukung lainnya dilakukan dengan 
wawancara resmi di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI).  

Hasil dari penelitian ini memaparkan pertama, faktor utama  yang 
melatarbelakangi pelanggaran hak cipta desain grafis adalah tidak terciptanya 
budaya hukum yang positif, fasilitas dan sarana kurang menunjang, dan kesadaran 
masyarakat yang minim. Sedangkan, faktor penunjang di antaranya adalah 
penerapan hukum (aturan) di masyarakat yang kurang maksimal dan para penegak 
hukum yang kurang responsif. Kedua, sikap atau respon yang diberikan oleh para 
desainer pelanggaran hak cipta yang diterima cenderung pasif. Ketiga, pelanggaran 
hak cipta desain grafis yang kian meningkat dan terus terjadi menjadi kebiasaan yang 
dianggap remeh dan lumrah di tengah masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi 
hukum Islam, hal ini disebut ‘urf fasid atau kebiasaan yang buruk yang bertentangan 
dengan syara’ dan norma hukum. 

 

Kata kunci: Desain Grafis, Hak Cipta, Delik Aduan, ‘Urf 
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ABSTRACT 
 

The Indonesian state has facilitated copyright protection with written 
regulations in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In the 
2014 UUHC, the offense used in copyright is the offense of complaint, so that a case 
can be processed if the creator or copyright holder personally complains about the 
losses they have experienced. However, in practice, many creators and/or copyright 
holders do not complain about their work being violated by other parties. This 
creates an opening for copyright infringers to continue committing violations. This 
research specifically examines the factors that cause graphic design copyright 
violations to continue to occur in society using a sociological approach to Islamic 
law, as well as the attitudes and views of graphic designers regarding copyright 
infringement of the graphic design, works they create and what factors prevent them 
from filing complaints. their creations are violated by others. 

This research uses qualitative methods with descriptive techniques. The data 
collected used two sources, namely interviews and documentation as the main 
source and library sources as a secondary source. The informants selected used a 
purposive sampling technique, namely graphic designers and the Directorate 
General of Intellectual Property (DJKI). 

The results of this study explain first, the main factors behind graphic design 
copyright infringement are not creating a positive legal culture, facilities and 
facilities are less supportive, and minimal public awareness. Meanwhile, the 
supporting factors include the application of the law (rules) in the community that 
is less than optimal and law enforcers who are less responsive. Second, the attitude 
or response given by the designers of copyright infringement received tends to be 
passive. Third, graphic design copyright infringement is increasing and continues 
to occur into a habit that is considered trivial and commonplace in society. In the 
sociological approach of Islamic law, this is called 'urf fasid or bad habits that are 
contrary to shara' and legal norms. 

 
Keywords: Graphic Design, Copyright, Complaint Offenses, 'Urf 
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MOTTO 

 
 

Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth.  
Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up 
and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing 

what things to keep and what things to release. You can’t carry all things. These 
mistakes will cause you to lose things. Losing things does not just mean losing. A 

lot of the time when we lose things, we gain things too. And as long as we are 
fortunate enough to be breathing,  

we will breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out. 
 
 

-Taylor Alison Swift- 
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دةَ   Ditulis Muta‟addidah يتُعََدِّ
 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 
C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila ta‟ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

 Ditulis Hikmah حِكْمَة
 Ditulis Jizyah جِزْيَة

 

2. Bila ta‟ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُ الأْوَْلِيَاء 
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 ِ◌ Kasrah  Ditulis I 
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Karīm 
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 فرُُوض
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Ditulis 

Ū 
Furūḍ 
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Ditulis 

Ai 
Bainakum 

fatḥah+wawu mati 
 قوَْل
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Ditulis 

Au 
Qaul 
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 Ditulis Al-Qiyās آلقِياَس 
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 ’Ditulis as-Samā السَّمَاء
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J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذوَِى الفرُُوض 

 Ditulis أهَْلِ السُّنَّة 
Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi melahirkan era yang mana semua orang dari seluruh dunia dapat 

terhubung satu sama lain dan setiap orang dapat mengakses banyak informasi 

dengan mudah, era ini disebut era digital. Era digital saat ini, orang-orang semakin 

mudah untuk mengeksplor banyak hal di internet. Salah satunya adalah untuk 

memudahkan para desainer dalam menciptakan suatu karya. Pada dasarnya setiap 

orang bebas menciptakan suatu karya dan mencari referensi di internet untuk 

menciptakan karya baru. Akan tetapi, banyak orang yang masih tidak memahami 

substansi dari hak kekayaan intelektual sebuah karya atau ciptaan. Suatu ciptaan 

memiliki perlindungan hukum sejak dibuat dan dipublikasi pertama kali sehingga 

dapat dilihat, didengar dan diketahui oleh pihak lain.  

Dalam perlindungan hak cipta terhadap suatu karya terdapat prinsip yang 

diterapkan. Prinsip ini disebut dengan prinsip deklaratif yang didoktrin dari prinsip 

universal dan perlindungan hak cipta internasional sehingga tidak ada kewajiban 

pendaftaran ciptaan pada suatu lembaga di negara tertentu.1 Hal ini sudah sesuai 

dengan definisi hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta 

(UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, yakni

 
1 Yati Nurhayati, Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 28 Tahun 2014, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjary, 2019), hlm. 9 
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“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”1 

Peraturan terkait dengan hak cipta melindungi berbagai jenis karya, salah 

satunya adalah karya seni desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk 

ciptaan dari ide yang dituangkan desainer ke dalam sebuah karya, maka ciptaan 

berupa desain grafis perlu dilindungi. Akan tetapi, perlindungan hak cipta di 

Indonesia masih belum efektif, hal ini dilihat dari banyaknya praktik plagiasi, 

pembajakan, dan pelanggaran lain terkait hak kekayaan intelektual. Dalam catatan 

data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat 138 data aduan 

pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh DJKI sejak 2019 sampai Juni 

2022.2  

Dalam  Islam telah diatur mengenai hak cipta atau hak kepemilikan. 

Berdasarkan Fatwa MUI  Nomor  1  tahun  2003  Tentang  Hak  Cipta,  hak  cipta  

dipandang  sebagai  salah  satu  huququl maliyyah (hak  kekayaan).  Dengan  

demikian,  hak  cipta  dapat  disebut juga sebagai hak kepemilikan terhadap suatu 

benda yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana maal (kekayaan).3 Pada 

praktiknya masih banyak terjadi plagiasi, pembajakan bahkan penggunaan karya 

desain grafis milik orang lain tanpa seizin pihak terkait demi memenuhi kebutuhan 

 
1 Pasal 1 ayat (1) 
 
2 “Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan 

Represif”, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-
djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki, akses 15 Desember 2022. 

 
3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta 
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komersial. Hal ini menjadi isu yang serius karena dianggap merugikan pencipta dan 

pemegang hak cipta secara moral dan ekonomi, bahkan hal ini dapat menjadi 

kerugian bagi negara. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami 

darurat perlindungan hak kekayaan intelektual, ditambah data kerugian negara 

Indonesia akibat pelanggaran kekayaan intelektual sejumlah 291 triliun rupiah 

terhitung dari 2015 sampai 2020.4 

Negara Indonesia sudah memfasilitasi perlindungan hak cipta ini dengan 

peraturan-peraturan tertulis dalam bentuk undang-undang. Peraturan tersebut 

menampung pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta desain grafis. Dalam hal 

ini, pelanggar dapat diadukan oleh pencipta. Pengaduan pelanggaran hak cipta 

termasuk dalam delik aduan sehingga sebuah kasus dapat diproses jika pencipta atau 

pemegang hak cipta yang mengadukan sendiri kerugian yang dialaminya.  

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, pemahaman terkait dengan hak 

cipta sangat penting bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berkaitan 

langsung dengan desain grafis, seperti pekerja kreatif, desainer, pelajar, dan pengajar 

desain grafis. Dalam praktik untuk mewujudkan perlindungan hukum atas hak 

kekayaan intelektual suatu ciptaan sangat penting. Akan tetapi, pelanggaran hak 

cipta merupakan delik yang sifatnya delik aduan sehingga pencipta atau pemegang 

hak cipta yang harus melakukan aduan agar pelanggaran tersebut dapat diusut. Oleh 

karena itu, perlu adanya kajian terkait dengan pelanggaran hak cipta yang masih 

banyak terjadi di Indonesia dan faktor penyebab dari hal tersebut. Secara khusus 

 
4 Ibid. 
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penelitian ini mencoba mengkaji tentang pelanggaran hak cipta desain grafis yang 

ditinjau dari sosiologi hukum Islam.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat pokok 

masalah sebagai berikut:  

1. Mengapa praktik pelanggaran hak cipta terhadap karya seni desain grafis 

masih terjadi di tengah masyarakat? 

2. Bagaimana pandangan dan sikap para pencipta (desainer) apabila hak cipta 

atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain? 

3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam mengenai pelanggaran hak 

cipta desain grafis yang terjadi di tengah masyarakat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk memaparkan faktor penyebab masih terjadinya praktik pelanggaran 

hak kekayaan intelektual terhadap karya seni desain grafis di Indonesia. 

b. Untuk menganalisis pandangan dan sikap para pencipta (desainer) apabila 

hak cipta atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain. 

c. Untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum Islam mengenai 

pelanggaran hak cipta desain grafis yang terjadi di tengah masyarakat. 

2. Kegunaan Penelitian:  

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada 
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umumnya dan Hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran 

terkait permasalahan hak cipta desain grafis.  

b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi di 

bidang penegakan hukum khususnya, Hukum Hak Cipta atau Hak 

Kekayaan Intelektual dan juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk 

perlindungan hak cipta di Indonesia.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ini akan menelusuri beberapa penelitian 

terdahulu dengan variabel penelitian yang sama dan dibandingkan antara kedudukan 

masing-masing penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian ini. 

Kemudian akan diuraikan aspek atau hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian 

sebelumnya.  

Penelitian Farah Tisya Choirunnisa menunjukkan bahwa pada dasarnya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan 

perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas karyanya yang 

telah diunggah di media sosial Pinterest. Jika terdapat pelanggaran terkait hak cipta 

karya desain grafis di media sosial Pinterest maka pencipta untuk melindungi 

ciptaannya dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif.5  

Penelitian  Sri Kurniawati menunjukkan bahwa  faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta yaitu 

faktor ekonomi, faktor harga, faktor lemahnya pengawasan aparat penegak hukum. 

 
5 Farah Tisya Choirunnisa, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam 

Sosial Media Pinterest”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2021). 
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Di samping itu, hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya yaitu kurangnya 

pengawasan penegak hukum tentang hak cipta, rendahnya kesadaran masyarakat 

akan hak cipta, serta keadaan ekonomi masyarakat.6 

Penelitian Wildan Kholis berkesimpulan bahwasanya logo merupakan karya 

cipta gambar sehingga perlu dilindungi karena semakin banyak logo-logo yang 

dibuat terkadang didesain dengan mencontoh logo orang lain dengan tujuan 

mempermudah proses mendesain atau sekedar meniru logo orang lain. Perlindungan 

hukum yang digunakan dapat berupa perlindungan preventif yang bersifat mencegah 

dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran 

hak cipta. Hal itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, hak cipta merupakan hak 

yang memiliki nilai materi sehingga perlindungannya disamakan dengan 

perlindungan hak kebendaan lainnya yaitu perlindungan terhadap hak kepemilikan 

harta (hifdz al-maal) yang merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid 

al-syari'ah). Namun karya yang diakui dan dilindungi oleh syariat Islam hanyalah 

yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selain itu karya tersebut tidak 

diakui sebagai karya cipta dengan perlindungan apapun. Terdapat persamaan antara 

konsep perlindungan hukum hak cipta logo berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu hak 

cipta sebagai hak milik bagi penciptanya dapat diwariskan kepada ahli waris, 

dihibahkan, diperjualbelikan, dipindahkan dan dipindahtangankan penciptanya. 

 
6 Sri Kurniawati, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menyiarkan, 

Memamerkan, Mengedarkan, atau Menjual kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil 
Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 
536/Pid.Sus/2011/Jkt.Bar)”, Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2012). 
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Sementara itu, perbedaannya dapat dilihat dari sanksinya, dalam hukum positif telah 

diatur didalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan dari sudut 

pandang hukum ekonomi syariah, jumhur ulama mengatakan bahwa hak cipta dapat 

dipersamakan dengan harta pada umumnya karena nilainya dan kegunaannya 

sehingga orang yang mengambil tanpa hak dapat dikenakan sanksi. Adapun 

sanksinya yaitu berupa ta’zir.7 

Penelitian Muhammad Yusuf Agung Nugroho berkesimpulan bahwa para 

pencipta atas desain grafis kaos yang merasa haknya telah dilanggar kurang paham 

bagaimana prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur 

hukum. Selanjutnya, faktor pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara menjual 

barang bajakan atas desain grafis kaos orang lain dikarenakan tidak memiliki bakat 

untuk membuat desain grafis kaos sendiri dan merasa tidak mengeluarkan modal 

yang banyak jika menggunakan hasil desain grafis kaos bajakan.8 

Skripsi yang ditulis oleh Mega Silvana Kurniawati M., 2015, yang berjudul 

“Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan 

Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong perubahan delik 

biasa menjadi delik aduan dan untuk mengetahui dampak perubahan tersebut bagi 

melemahnya perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa diubahnya delik biasa terhadap pelanggaran hak cipta 

 
7 Wildan Kholis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon (2021). 

 
8 Muhammad Yusuf Agung Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Desain 

Grafis Kaos Di Yogyakarta”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018). 
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menjadi delik aduan memiliki beberapa faktor, di antaranya yaitu delik biasa dirasa 

kurang efektif karena aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya 

itu asli atau merupakan hasil pelanggaran hak cipta tidak mudah. Aparat penegak 

hukum kesulitan dalam mencari bukti, dengan digunakannya delik aduan maka 

proses penyelesaian sengketa dapat lebih mudah diproses karena alat buktinya telah 

dipersiapkan oleh pihak pencipta atau pemegang hak yang mengadukan delik aduan. 

Dalam banyak kasus, ketika pelanggaran hak cipta tersebut sampai di pengadilan 

sering kali pencipta atau pemegang hak cipta tidak mau hadir,  Selain itu, pada saat 

delik biasa digunakan dalam UUHC, aparat penegak hukum kesulitan dalam 

mencari alat bukti. Hal tersebut menjadi percuma dan tidak jelas untuk siapa aparat 

penegak hukum melakukan tindakan tersebut. Selain itu faktor yang menjadikan 

perubahan delik biasa ke delik aduan ialah era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN menerapkan delik aduan 

dalam hal pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan delik aduan oleh negara-

negara ASEAN dapat berpengaruh terhadap negara Indonesia karena dalam era 

MEA karya-karya dengan mudah dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. 

Apabila Indonesia tetap mempertahankan delik biasa sebagai hukum untuk 

melindungi hak cipta, maka kepentingan warga negara asing sangat terpenuhi di 

Indonesia. Karena jika terdapat ciptaan yang disalahgunakan di Indonesia, maka 

warga negara asing tersebut tidak perlu datang ke Indonesia karena aparat penegak 

hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran hak cipta yang 

terjadi di Indonesia tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya, 

kepentingan warga negara Indonesia sendiri kurang terlindungi secara maksimal 
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karena orang Indonesia harus datang ke negara tempat ciptaannya disalahgunakan 

dan mengadukan kerugiannya tersebut.  

Delik aduan tidak hanya memberikan dampak positif bagi aparat penegak 

hukum, namun juga bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Delik aduan 

memberikan hak penuh kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk 

mempertahankan haknya atau tidak, mempertimbangkan penuntutan atau tidak, 

semua hal tersebut tergantung kepada pemegang hak cipta. Delik aduan memberikan 

opsi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan aduan melalui jalur 

pidana atau perdata. Namun, selain memberikan dampak positif, delik aduan juga 

dapat menyebabkan dampak negatif, di antaranya dapat menyebabkan banyak 

terjadinya pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan.   

Penelitian Ahmad Ainur Roziqin menunjukan bahwa Undang-Undang No. 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cukup baik dan efektif dalam melindungi hak cipta 

desain grafis walaupun terdapat beberapa kendala dalam perlindungannya, seperti 

diharuskannya melakukan pengaduan terlebih dahulu untuk dapat dilakukan 

penindakan, kesulitan dalam pelacakan keberadaan pelaku pelanggaran online, dan 

lain sebagainya. Permasalahan lain yang terjadi dalam perlindungan hak cipta desain 

grafis ini adalah masalah kultural yang masih melekat di masyarakat. Pelanggaran 

hak cipta masih dianggap lumrah dan dengan desakan kebutuhan finansial. Hal 

tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dapat dilakukan 

pencipta dalam hal ini desainer grafis adalah melakukan pengaduan terhadap 

karyanya yang dilanggar haknya, memblokir situs atau akun media sosial yang 

menyajikan konten bermuatan pelanggaran, melakukan pencatatan online di laman 
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resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta sosialisasi dampak-dampak 

pembajakan ke masyarakat, terutama anak sekolah.9  

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

sudah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang membahas pelanggaran hak cipta 

desain grafis ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.  

E. Kerangka Teoritik 

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang menjelaskan 

tentang hukum positif yang berlaku, yang berarti isi dan bentuknya dapat mengalami 

perubahan dalam kurun waktu dan tempat dengan faktor masyarakat di dalamnya.10 

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang meneliti 

mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa manusia gagal menaati 

hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.11 Lebih lanjut, 

sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mengkaji tentang 

pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Begitu juga 

sebaliknya perubahan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perubahan hukum.12  

Objek sosiologi hukum memiliki dua objek. Pertama, Sosiologi hukum 

mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dengan begitu, 

 
9 Ahmad Ainur Roziqin, “Perlindungan Hukum atas Karya Desainer Grafis di Instagram 

dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(2022). 

 
10 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 2. 
 
11 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 

12. 
 
12 Dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (Pamekasan : Duta Media 

Publishing, 2017), hlm. 10-11. 
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sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan untuk 

menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, suatu proses yang 

berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial.13 Menurut 

Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup14: 

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat; 

2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai wujud dari kelompok-kelompok sosial; 

3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan hukum dan perubahan-

perubahan sosial dan budaya. 

Sosiologi hukum memiliki beberapa kegunaan15, seperti: 

1. Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam hal sosial; 

2. Memberikan kemampuan dalam analisis terhadap efektivitas hukum dalam 

masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, 

maupun sebagai sarana mengatur interaksi sosial guna mencapai keadaan-

keadaan sosial tertentu; 

3. Memberikan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum di dalam 

masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakkan hukum ditentukan 

oleh lima faktor,16 yaitu: 

a. Faktor Hukum (Undang-Undang) 

 
13  Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 6. 
 
14 Dikutip oleh Serlika Aprita, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 13. 
 
15Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum…, hlm. 26. 
 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. ke-18 

(Depok : Rajawali Pers, 2022), hlm. 8. 
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Arti undang-undang secara materiel adalah sebuah peraturan tertulis 

yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang dan berlaku umum di 

daerah tersebut.17 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peraturan 

tertulis adalah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014. 

Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga gangguan penegakan hukum yang 

berasal dari undang-undang yang dapat disebabkan oleh: 

1) Asas-asas berlakunya undang-undang yang tidak diikuti 

2) Peraturan pelaksana yang belum ada dari sebuah undang-undang 

3) Ketidakjelasan dari kata-kata yang digunakan dalam perumusan 

pasal undang-undang yang menyebabkan kesimpangsiuran 

penafsiran dan penerapan undang-undang tersebut.18 

b. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum dalam penelitian ini, berdasarkan teori faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, akan dibatasi 

pada penegak hukum yang secara lanmgsung berkecimpung dalam 

penegakan hukum, seperti kalangan yang bertugas di bidang kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak 

hukum memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan suatu 

wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu 

kewenangan untuk bertindak dan tidak bertindak, sedangkan kewajiban 

merupakan beban dan tugas. Sebuah peranan yang dimiliki penegak hukum 

 
17 Ibid., hlm. 11. 
 
18 Ibid., hlm. 17-18. 
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dijabarkan ke dalam empat unsur, yakni peranan yang ideal (ideal role), 

peranan yang seharusnya (expected role), peranan yang dianggap oleh diri 

sendiri (perceived role), peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 

Kesenjangan peranan (role-distance) terjadi jika dalam kenyataannya terjadi 

suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dan peranan aktual. 

Berdasarkan kerangka sosiologis tersebut, analisis terhadap penegak hukum 

akan diterapkan dan berpusat pada peranannya. Namun, dalam hal ini 

dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.19 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas  

Sarana atau fasilitas penegakan hukum meliputi sumber daya 

manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika sarana atau 

fasilitas tersebut tidak terpenuhi dan memadai, maka penegakan hukum sulit 

untuk berlangsung dengan lancar. Dalam penelitian ini, sarana dan fasilitas 

penegakan hukum dibahas berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang 

berkaitan dengan upaya pengaduan pencipta atas pelanggaran haknya. 

Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang berarti pencipta 

dianjurkan untuk mengadukan sendiri pelanggaran yang terjadi terhadap hak 

atas ciptaannya. Berdasarkan hal tersebut, sarana dan fasilitas yang dimaksud 

meliputi biaya, informasi yang memadai terkait pengaduan pelanggaran hak 

cipta, kemudahan akses pengaduan, dan lain sebagainya. 

 

 
19 Ibid., hlm. 19-21. 
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d. Faktor Masyarakat 

Pandangan masyarakat mengenai hukum dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka 

berdasarkan hukum, maka mereka akan mengetahui upaya-upaya 

melindungi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan regulasi 

yang ada. Hal tersebut disebut dengan kompetensi hukum yang tidak dimiliki 

masyarakat apabila masyarakat :  

1) Mengetahui dan menyadari apabila hak mereka dilanggar atau 
terganggu, 

2) tidak mengetahui adanya upaya upaya hukum guna melindungi 
kepentingannya, 

3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum tersebut 
karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, 

4)  tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, 

5)  mempunyai pengalaman pengalaman kurang baik di dalam proses 

interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal atau penegak 

hukum.20 

e. Faktor Budaya Hukum 

Faktor kebudayaan berkaitan dengan faktor masyarakat dengan lebih 

tertuju kepada masalah sistem dari nilai-nilai inti kebudayaan spiritual atau 

non material di dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan hukum mencakup 

nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menjadi konsep 

 
20 Ibid., hlm. 56-57. 
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abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang 

dianggap buruk sehingga dihindari.21 

Sosiologi hukum Islam (sociology of Islamic law) adalah cabang ilmu 

sosiologi yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-

gejala sosial secara analitis dan empiris.22   Menurut M Atho Mudzhar studi sosiologi 

hukum Islam adalah studi yang mengkaji tentang pola-pola perilaku dan interaksi 

masyarakat seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun respon terhadap hukum 

Islam atau dampak hukum Islam.23 Objek sosiologi hukum Islam menurut Ibnu 

Khaldun terdapat tiga objek, yaitu solidaritas sosial (‘Ashobiyah), masyarakat 

badawah (pedesaan), dan masyarakat hadhoroh (perkotaan).24 Di dalam sosiologi 

hukum Islam, terdapat teori ‘urf. Menurut ahli fikih ‘urf adalah sesuatu yang sudah 

dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-

urusannya.25 Macam-macam ‘urf juga dapat dilihat dari sisi keabsahannya, ‘urf 

dalam pandangan syara’ dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu al-‘urf al-shahih 

dan al-‘urf al-fasid. Al-‘urf al-shahih adalah suatu kebiasaan di tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nas (dalil syara’), tidak menghilangkan 

kemaslahatan, dan tidak membawa kemudaratan untuk mereka, sedangkan al-‘urf 

 
21 Ibid., hlm. 59-60. 
 
22 M. Taufan B., Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan, (Yogyakarta 

: Deepublish, 2016), hlm. 11. 
 
23 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2014), hlm. 15. 
 
24 Dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (Pamekasan : Duta Media 

Publishing, 2017), hlm. 15-16. 
 
25 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 71. 
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al-fasid adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tetapi bertentangan 

dengan nas (dalil syara’) dan juga kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya.26 

Berdasarkan teori efektivitas hukum dan ‘urf yang telah dipaparkan di atas, 

penelitian ini mencoba menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori 

tersebut sebagai pisau analisis. Pemilihan teori-teori tersebut karena dianggap paling 

relevan dengan permasalahan yang diangkat. Teori faktor pengaruh penegakan 

hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto berperan untuk menganalisis faktor 

yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta desain grafis, sedangkan teori ‘urf 

berperan untuk menganalisis fenomena budaya hukum pelanggaran hak cipta desain 

grafis dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan pijakan agar sebuah penelitian mendapatkan 

data yang komprehensif mengenai rumusan permasalahan yang dibahas di dalam 

suatu penelitian. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan data-data lapangan dan 

menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoritis yang ada guna 

mendapatkan kesimpulan yang tepat dan dapat menjawab permasalahan yang ada di 

dalam rumusan permasalahan penelitian ini. Sumber data utama dari penelitian 

lapangan adalah wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum dalam analisanya. Dengan begitu, dapat dilihat bagaimana bekerjanya 

 
26 Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani’ah, Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam…hlm. 

52. 
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hukum di masyarakat menggunakan pendekatan ini, atau yang disebut dengan 

sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai 

praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. 

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan praktik yang terjadi, sebab-sebabnya, 

faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan lain sebagainya.27 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis dalam proses penelitiannya. Penelitian ini 

berlandaskan teori yang dimanfaatkannya sebagai pijakan agar suatu penelitian 

fokus pada fakta-fakta yang terdapat di lapangan.28 Menurut Bogdan dan Taylor 

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.29  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang 

dilakukan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait yang 

 
27 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang : UMM Press, 

2009), hlm. 7. 
 
28 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 

hlm. 6. 
 
29 Dikutip oleh Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 4. 
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dipertimbangkan mengerti dan berkecimpung dalam hal ini, yaitu para 

desainer grafis, Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, dan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Beberapa wawancara dilakukan 

dalam jaringan (daring) melalui Zoom meeting karena beberapa informan 

berada di luar wilayah Yogyakarta.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa studi pustaka yang dapat 

mempermudah dalam proses penelitian dan analisis, diantaranya yaitu buku, 

jurnal, skripsi, dan sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara: 

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

informan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. 

Wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur 

dengan tujuan mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan terbuka dari 

seorang informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Teknik 

wawancara yang dilakukan dengan Snowball Sampling. Teknik ini 

menentukan sampel awal yang bermula sedikit kemudian menjadi banyak. 

Informan satu akan mengarahkan kepada informan kedua dan seterusnya.  

Informan yang dipilih dalam penelitian ini dibagi ke dua segmen 

yakni desainer grafis dari berbagai daerah di Indonesia dan lembaga hukum 

terkait dengan tujuan mendapatkan informasi adalah desainer grafis. 
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Wawancara kepada lembaga hukum terkait hak cipta, seperti Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementrian 

Hukum dan HAM DIY untuk mendapatkan data pelengkap lainnya. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengabadikan momen 

penelitian dalam bentuk gambar, audio, catatan, dan sebagainya. 

Dokumentasi berfungsi sebagai bukti wawancara atau keabsahan 

pengumpulan data yang ditampilkan secara visual. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan 

Huberman. Analisis model ini menganalisis data ketika pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai dalam periode tertentu. Misalnya pada saat 

wawancara, analisis akan dilakukan terhadap jawaban responden atau informan 

yang diwawancarai. Pertanyaan akan dilanjutkan lagi jika jawaban belum 

memuaskan sampai memperoleh data yang kredibel. Setelah proses pengumpulan 

data, terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman 

ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.30 

Analisis kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan digunakan sebagai penentuan fokus penelitian. Selanjutnya, 

 
30 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 65. 
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analisis data kualitatif dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. 

Misalnya seperti menganalisis jawaban dari informan ketika wawancara. 31  

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan sistematis agar memudahkan pemahaman 

pembaca yang diuraikan dalam beberapa bab. Adapun bahasan-bahasan dalam 

beberapa bab dalam penelitian ini: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang 

penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan dalam 

menganalisis permasalahan di dalam skripsi ini.  

Bab Ketiga, menjelaskan data hasil penelitian yang didapat dari lapangan. 

Bab Keempat, berisi analisis permasalahan inti dari penelitian ini mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta desain grafis masih banyak 

terjadi di tengah masyarakat, sikap dan pandangan para pencipta atau desainer grafis 

ketika hak atas ciptaannya dilanggar oleh pihak lain, dan juga analisis pelanggaran 

hak cipta desain grafis ditinjau dari sosiologi hukum Islam. 

Bab Kelima, berisi penutup yaitu hasil penelitian yang telah dikaji di bab-

bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan 

kepada pembaca.

 
31 Ibid., hlm.87. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Praktik pelanggaran hak cipta terhadap karya seni desain grafis masih terjadi di 

tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan, tulisan ini memiliki tiga temuan, di antaranya: 

1. Praktik pelanggaran hak cipta masih langgeng ditemukan di masyarakat. Hal 

ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakanginya, kurang pekanya 

masyarakat dalam memandang budaya hukum dan terkesan ‘menyepelekan’ 

kekayaan intelektual desain grafis, menjadi faktor utama. Disusul dengan kurangnya 

menunjangnya fasilitas dan sarana penegakan hukum serta rendahnya kesadaran 

masyarakat. Selain itu, faktor pendukung lain yakni penerapan hukum (peraturan) 

yang kurang maksimal yang disebabkan oleh kurangnya literasi. Faktor pendukung 

lain disebabkan oleh kurang responsifnya para penegak hukum dalam menimbang 

delik aduan terkait hak cipta desain grafis. 

2. Mayoritas para desainer grafis yang karyanya dilanggar menunjukkan dua 

sikap atau respon, yakni pasif dan aktif.  Respon pasif yang sering kali dilakukan 

oleh para desainer beberapa di antaranya adalah dengan me-report akun yang 

melakukan pelanggaran, mengingat atau menegur pelanggar dan membagikan 

peristiwa tersebut di sosial media. Sikap atau respon ini didasari oleh berbagai 

pertimbangan desainer seperti persepsi proses delik aduan yang rumit, pertimbangan 

akan pertukaran sosial, dan merasa mengalami tingkat kerugian yang rendah. 
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3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam pelanggaran hak cipta desain grafis yang 

terjadi di tengah masyarakat menyoroti beberapa hal. Pertama, kesadaran perlindungan hak 

cipta di masyarakat masih kurang, karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait hak 

cipta. Kedua, norma agama dan etika dalam masyarakat belum sepenuhnya mampu 

melindungi karya yang dibuat, karena masih banyak oknum yang secara sadar melakukan 

pelanggaran hak cipta meskipun orang tersebut terkesan agamis. Dalam hal ini, perspektif 

sosiologi hukum Islam diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat terkait hak cipta desain grafis, serta penegakan hukum yang responsif dan efektif 

untuk meminimalisasi pelanggaran hak cipta. 

B. Saran 

Penelitian ini tak luput dari kekurangan dan kendala dalam prosesnya. 

Dengan demikian, beberapa saran membangun ditulis dalam penelitian untuk untuk 

seluruh elemen masyarakat, baik akademik maupun non akademik, dengan 

permasalahan hak cipta desain grafis ini. 

1.  Akademik  

Kepada peneliti selanjutnya. Pada dasarnya, penelitian ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan banyak hal yang belum diulas dengan mendalam. Peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang 

lebih akurat. Diperlukan juga penelitian dengan membandingkan undang-undang 

hak cipta yang terdapat di luar negeri dengan UUHC yang dapat memberikan 

pencerahan agar mendapati sudut pandang dari peraturan di negara lain. 

2. Non Akademik 

Pertama, kepada para desainer grafis sebagai pencipta. Jika peraturan yang 

tertulis sudah dinilai ideal, maka perlu adanya inisiatif para desainer grafis untuk 
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melakukan delik aduan pada pelanggaran yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, 

para desainer grafis sebagai pencipta diharapkan ikut mengambil peran dalam 

perlindungan hukum hak cipta dengan melakukan upaya hukum. Pencatatan ciptaan 

di DJKI memanglah bukan suatu kewajiban untuk melindungi hak cipta sebuah 

ciptaan karena sifatnya deklaratif. Akan tetapi pencatatan karya menjadi sangat 

penting apabila karya tersebut terjadi sengketa. Untuk meminimalisasi pelanggaran 

hak cipta di bidang desain grafis, desainer grafis dapat memberi penjelasan dan 

edukasi mengenai hak cipta desain grafis kepada pelanggan atau khalayak.  

Kedua, kepada penegak hukum. Aduan yang telah dilakukan oleh seorang 

desainer grafis terhadap ciptaannya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Akan tetapi 

sumber daya penegak hukumnya kurang dalam menangani kasus pelanggaran desain 

grafis maka tindakan ideal untuk menangani kasus pelanggaran tidak akan terjadi. 

Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan hak cipta desain grafis, peningkatan 

terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum bagi setiap elemen masyarakat 

termasuk pula aparat penegak hukum merupakan hal yang penting. Hal ini dinilai 

berpengaruh pada penanganan tindakan pelanggaran hak cipta demi melindungi hak 

cipta suatu ciptaan. 

Ketiga, kepada masyarakat umum. Pengetahuan dan pemahaman hukum 

sangat penting bagi kesadaran hukum masyarakat. Penghargaan dan apresiasi yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat tidak selalu berbentuk hal yang konkret tetapi juga 

dapat berbentuk tidak langsung (intangible), seperti pengakuan, kritik positif, dan 

pujian. Hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengapresiasi seni dan 

secara tidak langsung dapat menumbuhkan kesadaran hukum untuk perlindungan 

hak cipta, khususnya di bidang desain grafis. 
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